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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Pkp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Pangkal  Pinang  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  menjatuhkan  putusan

sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon  ,  umur  31  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,  pekerjaan

Buruh  Harian  Lepas,  tempat  kediaman di  Kota  Pangkalpinang,

sebagai Pemohon;

melawan

Termohon  , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu

Rumah  Tangga,  tempat  kediaman  di  Kota  Pangkalpinang  Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal  05 Februari

2020 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Pangkal  Pinang

dengan  Register  perkara  Nomor  91/Pdt.G/2020/PA.Pkp  tanggal  10  Februari

2020, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa,  Pemohon dan  Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah

di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal

09 bulan November tahun 2012, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama

Kecamatan Taman  Sari,  Provinsi  Kepulauan  Bangka  Belitung  dengan
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Kutipan Akta Nikah Nomor 151/12/XI/2012,  tanggal 09  bulan November

tahun 2012, dan setelah akad nikah  Pemohon mengucapkan sighat ta'lik ;

2. Bahwa,  setelah  pernikahan  tersebut   Pemohon  dengan   Termohon

bertempat  tinggal  di  rumah  kontrakan  di  daerah  Kelurahan  Kejaksaan

Kecamatan Taman Sari, dan sejak bulan Juni 2018 antara Pemohon dan

Termohon  telah  pisah  rumah  sampai  dengan  sekarang,  selama

pernikahan  tersebut  Pemohon  dengan  Termohon  telah  hidup  rukun

sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;

4. Bahwa,  pada  mulanya  kehidupan  rumah  tangga   Pemohon  dengan

Termohon   telah hidup rukun dan harmonis kurang lebih 4 (Empat) Tahun,

akan  tetapi  sejak  bulan   April  2016 rumah  tangga   Pemohon  dengan

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

5. Bahwa,  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  antara   Pemohon

dengan  Termohon adalah :

a.  Termohon  selalu  merasa  kurang  dalam hal  keuangan  selama

bersama Pemohon ; 

b.  Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon dan tidak pernah

mau  apabila  Pemohon  mengajak  Termohon  untuk  mengunjungi

orangtua Pemohon ;

c.  Termohon sering membantah dan tidak pernah mendengarkan

nasihat Pemohon;

d.  Termohon  sering  berkata  kasar  kepada  Pemohon  apabila

berselisih paham dengan Pemohon ;

6. Bahwa,  selama  ini   Pemohon  telah  berusaha  untuk  bersabar  dengan

keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang  Pemohon tidak

sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan   Termohon  dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

7. Bahwa,  keluarga  Pemohon dengan  keluarga  Termohon sudah sering

berusaha  untuk  menasehati  dan  mendamaikan   Pemohon  dengan

Termohon  untuk  hidup  rukun  dan  harmonis  dalam  membina  rumah

tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
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8. Bahwa, terjadinya perselisihan terakhir pada pertengahan bulan Juli 2018,

yang  disebabkan Termohon  terlalu  sering  mengeluh bahwa uang  yang

diberikan oleh Pemohon tidak mencukupi biaya sehari-hari, mengenai hal

tersebut  terjadilah  cekcok  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon,  sampai  akhirnya  Termohon  menyuruh  Pemohon  untuk

mengurus  perceraian  antara  Pemohon  dan  Termohon,  mengenai  hal

tersebut  menyebabkan  antara  Pemohon  dan  Termohon  pisah  rumah

sampai dengan sekarang.

9. Bahwa,  dengan keadaan rumah tangga  Pemohon dengan  Termohon

yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang

sakinah  mawaddah  warahmah  dan  sudah  tidak  mungkin  lagi  untuk  di

pertahankan ; 

10. Bahwa, berdasarkan alasan -  alasan tersebut  di  atas maka  Pemohon

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui

Hakim  yang  memeriksa  perkara  ini,  mohon  kiranya  untuk  berkenan

menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut : 

a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;

b. Menetapkan memberi izin kepada) untuk menjatuhkan talak satu Raj’i

terhadap  Termohon  ()  di  depan  sidang  Pengadilan  Agama

Pangkalpinang ;

c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

d. Dan apabila   Hakim berpendapat  lain,  mohon putusan yang seadil-

adilnya ;

Bahwa  Pemohon  datang  menghadap  sendiri  di  depan  sidang,

sedangkan  Termohon  tidak  pernah  datang  menghadap  ke  persidangan,

meskipun berdasarkan relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi

dan  patut,  Termohon  juga  tidak  mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau

kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan

disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;
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Bahwa   Hakim  telah  berupaya  menasehati  Pemohon  agar

mempertahankan  rumah  tangganya  serta  memberikan  pandangan  tentang

akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah

hadir di persidangan;

Bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  dimulai  dengan  dibacakan  surat

permohonan Pemohon dengan register Nomor 91/Pdt.G/2020/PA.Pkp tanggal

10 Februari  2020,  di  mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh

Pemohon, sedang Termohon tidak dapat didengar jawabannya,  karena tidak

hadir di persidangan;

Bahwa  Pemohon  untuk  menguatkan  dalil permohonannya  telah

mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 151/12/XI/2012, yang dikeluarkan oleh

Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Tamansari,  bermeterai  cukup  dan

dinazagelling di Kantor Pos serta dicocokan dengan aslinya dan diberi kode

(P);

2. Bukti Saksi

Saksi 1,  Kota Pangkalpinang.,  di  bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon;

-

Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini

belum mempunyai anak;
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-

Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dna  Termohon  tinggal  di  rumah

kontrakan hingga pisah;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonsi  selama  lebih   kurang  4  (empat)  tahun,  namun  selebihnya

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;

-

Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon karena  Termohon selalu  merasa  kurang  cukup  nafkah  dari

Pemohon, Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, Termohon

sering  membantah  nasihat  Pemohon  bahkan  Termohon  sering  kasar

terhadap Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak kurang

lebih 1 (satu) tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

-

Bahwa selama pisah anatara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

memperdulikan lagi;

-

Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan

tetapi tidak berhasil;

Saksi 2,  Kota Pangkalpinang.,  di bawah sumpah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon;

-

Bahwa saksi adalah teman Pemohon ;
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-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini

belum mempunyai anak;

-

Bahwa  setelah  menikah  Pemohon  dna  Termohon  tinggal  di  rumah

kontrakan hingga pisah;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonsi  selama  lebih   kurang  4  (empat)  tahun,  namun  selebihnya

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok;

-

Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon karena  Termohon selalu  merasa  kurang  cukup  nafkah  dari

Pemohon, Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, Termohon

sering  membantah  nasihat  Pemohon  bahkan  Termohon  sering  kasar

terhadap Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak kurang

lebih 1 (satu) tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

-

Bahwa selama pisah anatara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

memperdulikan lagi;

-

Bahwa saksi sudah pernah memberikan nasihat kepada Pemohon, akan

tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Pemohon  menyatakan  telah  mencukupkan  alat  buktinya  dan

tidak akan mengajukan alat bukti lain;
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Bahwa  Pemohon  di  persidangan  menyampaikan  kesimpulan  secara

lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa  untuk  meringkas  isi  putusan  ini,  maka  segala  sesuatu  yang

tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan

dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  permohonan  Pemohon

sebagaimana terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  dalam  perkara  ini  Pemohon  ingin  menceraikan

Termohon, berdasarkan Pasal 49 Huruf (a) dan Penjelasan Angka (37) Pasal 49

Huruf (a) Angka (8) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan

atas  Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama  dan

perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan Pasal

63 Ayat 1 Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

jo. Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Agama,  maka  Pengadilan  Agama  Pangkal  Pinang  berwenang  memeriksa,

mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang,  bahwa  Pemohon  mendalilkan  telah  melangsungkan

perkawinan  secara  hukum  Islam  dan  tercatat  di  Kantor  Urusan  Agama

Kecamatan Taman Sari dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara

terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dirukunkan, sebagaimana maksud

termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Huruf

(f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  maka  Pemohon  memiliki  kedudukan  hukum

(legitima persona standi in judicio) untuk mengajukan Permohonan izin untuk

menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26

Peraturan Pemerintah  Nomor  9  Tahun 1975,  Pemohon dan Termohon telah

dipanggil  secara  resmi  dan  patut  untuk  menghadiri  persidangan  yang  telah

ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Pemohon telah hadir sendiri ( in
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person) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang,  bahwa atas ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang

sah,  maka  harus  dinyatakan  Termohon  tidak  hadir  dan  pemeriksaan  atas

perkara  ini  dilanjutkan  dan  dapat  diputus  dengan  tanpa  hadirnya  Termohon

(verstek) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  82  Ayat  (1)  dan  (4)  Undang-

undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama sebagaimana  telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan  Undang-undang  Nomor  50  Tahun  2009  jo. Pasal  31  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  Hakim tidak dapat melakukan upaya dami,

namun  hanya  berusaha  menasehati  Pemohon  agar  hidup  rukun  dan  tetap

mempertahankan  rumah  tangganya  dengan  Termohon,  akan  tetapi  usaha

tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  upaya  perdamaian  melalui  proses  mediasi  tidak

dapat  ditempuh  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Mahkamah  Agung

Republik  Indonesia  Nomor  1  Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di

Pengadilan,  karena selama pemeriksaan perkara ini  berlangsung,  Termohon

tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut;

Menimbang,  bahwa  pemeriksaan  perkara  ini  dilanjutkan  dengan

pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon

tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir menghadap

di  persidangan  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  maka

Termohon gugur hak jawabnya, serta  Hakim sependapat dengan doktrin ulama

Islam  dan  mengambil  alih  sebagai  sebagai  pendapat   Hakim,  dalam  Kitab

Ahkamul Qur’an, Juz 2, halaman 45:
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Artinya:  Barang  siapa  yang  dipanggil  oleh  Hakim  di  dalam  persidangan

sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka

dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa  Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam

dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai

pendapat  Hakim, yang berbunyi:

Artinya  :  Apabila  (Termohon)  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan,  maka Hakim memeriksa permohonan dan bukti-bukti  yang

diajukan, kemudian memutusnya.

Menimbang,  bahwa  dari  doktrin  ulama  di  atas  dapat  diambil  sebuah

abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah

menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap permohonan Pemohon dapat

diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon, dalam hal ini  guna kehati-

hatian   Hakim dalam menilai  pokok  perkara  ini  melawan hukum atau  tidak

melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan,  dan juga perkara ini

merupakan  perkara  perceraian  yang  mempunyai  hukum  acara  khusus  (lex

specialis  derogat  legi  generalis)  dan  untuk  menghindari  kesepakatan  untuk

bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH

Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara

Pemohon (isteri) dan Termohon (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami

isteri  sesuai  dalam Pasal  39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang  Perkawinan,  permohonan  mana  dapat  diterima  apabila  telah  cukup

jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan

setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan

suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun  1975,  maka   Hakim  perlu  mengetahui  lebih  jelas  sebab-sebab

perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Pemohon  dan  Termohon  dan  perlu

mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat

dengan Pemohon maupun Termohon; 
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Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil  permohonan  Pemohon,

terhadap hal mana Pemohon telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti

(P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup,

dinazzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya

bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang

Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang,  bahwa muatan dari  bukti  (P)  memiliki  hubungan dengan

pokok perkara yaitu  untuk membuktikan antara Pemohon dengan Termohon

terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti,

dengannya  telah  mempunyai  nilai  pembuktian  sempurna  (volledig)  dan

mengikat  (bindende),  sehingga  terbukti  antara  Pemohon  dengan  Termohon

terikat perkawinan yang sah;

Menimbang,  bahwa  selain  Pemohon  mengajukan  bukti  (P)  juga

mengajukan  dua  orang  saksi,  yaitu  Rizky  Oktaviani  binti  Eka  Sandra  dan

Rangga Wibawa bin Ridwan,  terhadap kedua saksi  Pemohon tersebut  telah

disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk

didengar  keterangannya  sebagai  saksi,  karena  kedua  saksi  tersebut

merupakan orang terdekat Pemohon. Dengan demikian kedua saksi tersebut

telah  memenuhi  syarat  formil  pembuktian  khususnya  dalam perkara  bidang

perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo.

Pasal  22  Ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  9  Tahun  1975  tentang

Pelaksanaan  Undang-undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan,

sehingga keterangan kedua saksi Pemohon tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa  Hakim akan mempertimbangkan tentang materil

alat bukti saksi Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling

bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi

sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah

memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal
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309 RBg, maka  Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut

dapat  dijadikan dasar pertimbangan bagi  hakim di  dalam menentukan fakta-

fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  permohonan  Pemohon  yang

diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Pemohon,  Hakim

menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

-

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang hingga saat ini

belum mempunyai anak;

-

Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan

harmonsi  selama  lebih   kurang  4  (empat)  tahun,  namun  selebihnya

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-

Bahwa  penyebab  perselisihan  dan  pertengkaran  Pemohon  dan

Termohon karena  Termohon selalu  merasa  kurang  cukup  nafkah  dari

Pemohon, Termohon kurang akur dengan keluarga Pemohon, Termohon

sering  membantah  nasihat  Pemohon  bahkan  Termohon  sering  kasar

terhadap Pemohon;

-

Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak kurang

lebih 1 (satu) tahun, Termohon meninggalkan kediaman bersama;

-

Bahwa selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling

memperdulikan lagi;

Menimbang,  bahwa  terhadap  dalil-dalil  yang  telah  dibuktikan  oleh

Pemohon tersebut di atas, oleh  Hakim menilai bahwa Pemohon telah berhasil
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membuktikan dalil-dalil  dalam permohonan,  namun  Hakim lebih lanjut  akan

mempertimbangkan patut atau tidaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai

isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia

dan kekal berdasarkan Ketentuan Yang Maha Esa, dan juga dalam Pasal  3

Kompilasi  Hukum  Islam  disebutkan  bahwa  perkawinan  bertujuan  untuk

mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah,

dan juga digariskan dalam surah Ar-Ruum Ayat (21) yang berbunyi:

 

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari

jenis  diri  kamu  seorang  pasangan  hidup,  agar  kamu  menemukan

ketenangan  bersamanya  dan  dijadikan-Nya  di  antara  kamu  saling

mencintai  dan  saling  kasih  sayang.  Sesungguhnya  dalam  hal  yang

demikian  itu  merupakan pertanda kebesaran Allah  bagi  orang-orang

yang berfikir”.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  ketentuan  tersebut  di  atas,  dapat

diketahui,  bahwa  unsur  dari  perkawinan  adalah  adanya  ikatan  lahir  bathin

antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, jika

unsur tersebut tidak terpenuhi dalam ikatan perkawinan, maka sesungguhnya

perkawinan tersebut telah rapuh, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga

yang bahagia tidak tercapai;

 Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  di  atas  dihubungkan

dengan fakta hukum yang telah ditemukan oleh  Hakim, maka dapat  dinilai

bahwa  kehidupan  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  tidak  mencapai

tujuannya  dan  tidak  ada  harapan  untuk  satukan  kembali  dan  apabila

dipertahankan  maka  akan  mendatangkan  rasa  tidak  aman,  mudharat bagi
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Pemohon  dan  Termohon.  Sedangkan  dalam  ajaran  Islam  menghindari

mudharat wajib  didahulukan  daripada  mengambil  manfaatnya  sebagaimana

dalam kaidah fiqh sebagai berikut:

Artinya:  Menolak  mafsadat  lebih  didahulukan  dari  pada  mengambil

mashlahatnya.

Menimbang,  bahwa  sehubungan  dengan  perkara  ini   Hakim  perlu

mengemukakan dalil dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah Ayat 227 dan

Ayat 229 yang berbunyi:

Artinya:  Dan  jika  mereka  ber'azam  (bertetap  hati  untuk)  talak,  maka

sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Artinya:  Thalaq yang dapat dirujuk dua kali, sesudah itu suami diperbolehkan

rujuk lagi  dengan cara yang ma'ruf  atau menceraikan dengan cara

yang baik.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Yurisprudensi  Mahkamah  Agung

Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa tidak

perlu  melihat  siapa  yang  bersalah  menyebabkan  perselisihan  dan

pertengkaran, tetapi yang penting apakah rumah tangga itu telah pecah dan

sulit  didamaikan  lagi,  menjadi  dasar  pertimbangan  dikabulkannya  suatu

perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,   Permohonan  Pemohon  telah  beralasan  dan  tidak  melawan  hukum,

dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 116 Huruf (f)  Kompilasi  Hukum Islam, maka

Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  131  Ayat  (2)  dan  Pasal  118

Kompilasi Hukum Islam, maka  Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada

Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj’i  terhadap Termohon di hadapan

sidang Pengadilan Agama Pangkal Pinang;

Menimbang,  bahwa  perkara  ini  termasuk  dalam  bidang  perkawinan,

maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang

Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009,

biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku

yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Termohon  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut

untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;  

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi  izin  kepada  Pemohon  ()  untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i

terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;  

4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp.  416.000,-  ( empat ratus enam belas ribu rupiah);  

Demikian  diputuskan  dalam persidangan   Hakim  Tunggal  Pengadilan

Agama  Pangkal  Pinang  pada  hari  Selasa tanggal  03  Maret  2020 Masehi

bertepatan dengan tanggal  8 Rajab 1441 Hijriah oleh  Muhamad Syarif, S.HI.,

M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari  itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh

Saifuddin  Rusydi,  S.H. sebagai  Panitera  Pengganti,  dengan  dihadiri  oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua ,
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Saifuddin Rusydi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00

3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00

4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

6. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)
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